Z'ARpARY

SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

KODE KLASIFIKASI, JADWAL RETENSI SERTA PEDOMAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 29 Tahun 2022 telah ditetapkan tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif serta
Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Asip
Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara;

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi
Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Kode Klasifikasi, Jadwal
Retensi serta Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);



o

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah  diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang —
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022
tentang Kode Klasifikasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238j;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor |
665);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 193);

Peraturan Gubermnur Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2029 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE KLASIFIKASI,
JADWAL RETENSI SERTA PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah scbagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan wurusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

.O'l

adalah Gubernur Sumatera Utara.

Kepala Daerah yang selanjutnya discbut Gubernur

6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam

berbagai bentuk dan media sesuai dengan

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan

daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi

politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan

dalam  pelaksanaan  kehidupan  bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara.

7. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai

kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi,

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip

dinamis.
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Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil
dari kewcnangan hukum dan otorisasi legal serta
keberadaan sarana bantu untuk mempermudah
penemuan dan pemanfaatan arsip.

Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan
penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang
berhak.

Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling
sedikit  jenis arsip beserta  jangka = waktu
penyimpanannya, sesual dengan nilai kegunaannya
sebagai pedoman dalam penyusutan arsip.

Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal
suatu jenis arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit
Kearsipan.

Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan
minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.

Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan
minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan atau
Pusat Kearsipan.

Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa
arsip yang dapat dimusnahkan karena jangka waktu
penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna
lagi.

Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa
arsip memiliki nilai guna sekunder, yang wajib
diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip
Provinsi Sumatera Utara sesuai kewenangan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan
bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib
akhirnya, sehingga perlu dilakukan penilaian dan

pengkajian kembali.
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Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori
kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan
pengelompokannya.

Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan
informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan
dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan
keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
Klasifikasi aksecs arsip adalah kategori pembatasan
akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan
penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan
fungsi tertentu.

Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik
dan  informasi arsip berdasarkan  klasifikasi
keamanannya.

Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan
fungsi lembaga pemerintahan.

Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki
informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak
tidak merugikan siapapun.

Sangat Rahasia adalah Klasifikasi informasi dari arsip
yvang memiliki informasiapabila diketahui oleh pihak
vang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan bangsa.

Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang
memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang
tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro.
Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat
sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan
kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan
kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak

Kemitraan dan reputasi.



26.

27.

Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara
atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan
hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi
publik.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi
yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka
informasi publik tersebut dapat menimbulkan
konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17
Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik serta
setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan
menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang

lebih besar daripada membukanya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.

pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan
kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;
mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk
sinkronisasi informasi kearsipan di lingkungan
Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem
pemerintahan berbasis elektronik;

mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi
kegiatan di Pemerintah Daerah;

menunjang kelancaran penataan berkas dalam
penemuan kembali arsip;

pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan
dan penyusutan arsip fungsi fasilitatif dan fungsi
substantif berdasarkan nilai kegunaannya dan sebagai
pedoman dalam rangka melindungi fisik dan informasi
arsip dari penyalahgunaan dan kepentingan yang tidak
sah;

dasar dalam pelaksanaan penyusutan arsip fungsi

fasilitatif dan fungsi substantif; dan
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menyediakan informasi arsip yang dikategorikan
terbuka dan dapat diakses bagi kepentingan publik serta
menjamin keamanan arsip bagi informasi vang di

kecualikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.
b.

C.

(2)

@)

(4)

Kode Klasifikasi Arsip;
Jadwal Retensi Arsip;
Sistem Klasifikasi, Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Pengaturan Akses Arsip.

BABII
KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4
Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah
disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1} di
susun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip
yang meliputi:
a. fungsi fasilitatif; dan
b. fungsi substantif.
Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk
administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan
di Perangkat Daerah.
Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan
fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan
antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.
Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang
mencerminkan fungsi dan kegiatan seluruh Perangkat

Daerah.
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Klasifikasi Arsip menggunakan kode Klasifikasi Arsip

berupa angka, yaitu :

a. 000 Umum;

b. 100 Pemerintahan;

¢. 200 Politik;

d. 300 Keamanan/ ketertiban;

e. 400 Kesejahteraan Rakyat;

f. 500 Perekonomian;

g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
h. 700 Pengawasan,;

[y
.

800 Kepegawaian;

Jj- 900 Keuangan;

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) Dberfungsi sebagai dasar penomoran surat,
pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan
kembali arsip.

Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum
dalam Lampiran [ sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
JADWAL RETENSI ARSIP
Pasal 5
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif meliputi:
a. jenis arsip;
b. jangka waktu penyimpanan yaitu :
1. aktif;
2. inaktif
c. keterangan yaitu :
1. musnah;
2. dinilai kembali; dan
3. permanen.
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

ini,



(1)

(1)

(2)

Pasal 6
Pemusnahan Arsip Fungsi Fasilitatif dan Substantif
dengan jangka waktu penyimpanan di bawah 10
(sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan Perangkat
Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Panitia
Penilai Arsip dan persetujuan tertulis dari Gubernur.
Pemusnahan Arsip Fungsi Fasilitatif dan Substantif
dengan jangka waktu penyimpanan selama 10 (sepuluh)
tahun atau lebih, ditetapkan oleh Gubernur setelah
mendengar pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai
Arsip dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia.
Pemusnahan Arsip dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip.

BAB IV
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
DINAMIS
Pasal 7
Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan
kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan

pengolahan arsip dinamis.

Pasal 8

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat

diklasifikasikan menjadi :

1. informasi biasa;

2. terbatas;

3. rahasia; dan

4

. sangat rahasia.



(2)

s

b. tingkat Kklasifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya,
semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya
semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;

c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud
pada huruf a, berbeda dalam pengaturan
aksesnya, semakin tinggi tingkat Kklasifikasi
informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan
aksesnya; dan

d. publik dapat mengakses informasi yang
dikatagorikan terbuka sesuai dengan prosedur
yang telah ditentukan.

Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip

menggunakan sarana perangkat keras dan perangkat

lunak.

Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa
filling cabinet/rak arsip untuk menyimpan arsip
biasa/terbuka, dan brangkas atau lemari besi untuk
arsip rahasia dan sangat rahasia;

b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa
lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi
informasi; dan

c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang
representatif sesuai dengan tingkat Kklasifikasi
informasi.

Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital,

b. aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan

angka.
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BAB V
PENGATURAN AKSES ARSIP

Pasal 9
Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf d digunakan kepada pengguna arsip
yang berhak.
Pengguna arsip yang berhak mengakses arsip terdiri
dari:
a. pengguna internal yang ada di instansi; dan

b. pengguna eksternal di luar instansi.

Pasal 10
Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dalam rangka
pengamanan fisik dan informasi arsip.
Pengamanan fisik dan informasi arsip scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mencakup
fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera
pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan
media simpan arsip.
Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada
rak besi;
b. kategori arsip terbatas disimpan pada filling cabinet;
dan
c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan
pada lemari besi.
Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi penciptaan daftar arsip
terbatas dan daftar arsip rahasia.
Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi
kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan

mengamankan fisik serta informasi arsip.



Pasal 11

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2} huruf a terdiri darti:

a.

penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan

untuk mengakses seluruh arsip yang berada di

bawah kewenangannya, dengan ketentuan sebagai

berikut :

1. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala
Perangkat Daerah/instansi mempunyai
kewenangan untuk mengakses seluruh arsip
yang berada di bawah kewenangannya;

2. pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang
mempunyai kewenangan untuk mengakses
arsip di bawah kewenangannya, namun tidak
diberikan hak akses untuk informasi yang
terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang
satu level dengan unit di luar unit kerjanya,
kecuali telah mendapatkan izin; dan

3. pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub
Bidang, Sub Bagian yang mempunyai
kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di
bawah kewenangannya, namun tidak
diberikan hak akses untuk informasi yang
terdapat pada pimpinan level tertinggi, pimpinan
level tinggi, dan yang satu level di luar unit
kerjanya kecuali telah mendapatkan izin.

pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip,

arsiparis dan pegawai yang mempunyai kewenangan

untuk mengakses seluruh arsip yang berada di

bawah kewenangannya dengan tingkat klasifikasi

biasa, tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip
dengan tingkat klasifikasi terbatas, rahasia, dan
sangatl rahasia yang terdapat pada pimpinan tingkat
tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan level
menengah, dan yang satu tingkat diatas urit

kerjanya kecuali telah mendapatkan izin; dan
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c. pengawas internal mempunyai kewenangan untuk
mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal
sesual dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk
mengakses seluruh arsip dengan katagori biasa/
terbuka;

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk
mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk
mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait
dengan perkara atau proses hukum yang sedang
ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi
penegakan hukum, setelah mendapat ijin dari

pimpinan tertinggi.

Pasal 12

Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) disusun dalam daftar arsip dinamis tercantum
dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

1. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2018 tentang
Klasifikasi Arsip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
(Berita Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018
Nomor 23);
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2. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif serta
Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Asip
Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Nomor 29);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TANGGAL 19 JUNI 2023

TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP,JADWAL RETENSI ARSIP
FASILITATIF DAN SUSTANTIF DAN PEDOMAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

KODE KLASIFIKASI ARSIP

000 UMUM

000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

000.1.1
000.1.2

000.1.3

000.1.4

000.1.5
000.1.6
000.1.7

000.1.8

000.1.9

000.1.10

000.1.11
000.1.12

Telekomunikasi
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD

000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai

Perjalanan Dinas Luar Negeri

000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah

000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD

000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai

Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan

Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma,

Rapat pimpinan (antara lain: Notula/Risalah Rapat]

Penyediaan Konsumsi

Pengurusan Kendaraan Dinas

000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

g0, 7.2 Pemeliharaan dan perbaikan

000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah
kendaraan

Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor

000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape

000.1.8.2 Penghijauan

000.1.8.3 Perbaikan Gedung

000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor

000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma

000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman

Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer

000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan

000.1.9.2 Pemasangan

Ketertiban dan Keamanan

000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan
- terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas

000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan

Administrasi Pengelolaan Parkir
Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas

Kebersihan dan Pegawai lainnya



000.2 PERLENGKAPAN

000.3

000.4

000.2.1

000.2.2

000.2.3

000.2.4

000.2.5

Inventarisasi dan Penyimpanan

000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan
penyimpanan

Pemeliharaan peralatan kantor

000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

Distribusi

000.2.3.1 Barang habis pakai

000.2.3.2 Barang milik daerah

Penghapusan Barang Milik Daerah (antara lain: Keputusan

Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik

Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil

Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya

proses lelang penghapusan)

Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

PENGADAAN

000.3.1

000.3.2

000.3.3

000.3.4

000.3.5

000.3.6

Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (antara lain:
Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa,
penyusunan dan penetapan rencana penganggaran
pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan
kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum
Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan
penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,
penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan
pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia,
penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi)

Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan (antara lain: Data
base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa,
Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa)
Monitoring dan Evaluasi (antara lain: Laporan Hasil
Monitoring, Laporan hasil evaluasi)

PERPUSTAKAAN

000.4.1

000.4.2

Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah

Deposit Bahan Pustaka

000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha
Rekaman

000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional _

000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak
dan Karya Rekam

000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog



000.5

000.4.3 Koleksi Pustaka
000.4.3.1 Pembelian
000.4.3.2 Hibah
000.4.3.3 Hadiah
000.4.3.4 Tukar Menukar
000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR
000.4.3.6 Terbitan Internal
000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus
000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka
000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi
000.4.6 Layanan Perpustakaan
000.4.6.1 Keanggotaan
000.4.6.2 Peminjaman
000.4.6.3 Pengembangan gemar baca
000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
000.4.7.1 MoU
000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama
internasional
000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi
Perpustakaan
000.4.8.1 Pengembangan situs web
000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi
multimedia
000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan
digital
000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
000.4.10 Konservasi
000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
000.4.10.2  Perbaikan Bahan Perpustakaan
000.4.10.3  Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
000.4.12 Transformasi Digital
000.4.13 Kurasi Digital
000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
000.4.14.1 Perpustakaan Umum
000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi
KEARSIPAN
000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah
000.5.2 Pembinaan Kearsipan

000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis (antara lain:
Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis
Kebutuhan Arsiparis)

000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis



000.5.3

000.5.4

000.5.5

000.5.6

000.5.2.3
000.5.2.4

000.5.2.5
000.5.2.6
000.5.2.7

000.5.2.8

000.5.2.9

000.5.2.10

000.5.2.11

Penilaian Arsiparis

Pemilihan Arsiparis Teladan (antara lain:
Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis
Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan)
Data Base Arsiparis

Bimbingan Konsultasi Kearsipan

Supervisi dan Evaluasi (antara lain: Perencaan
Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi
dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan
Evaluasi)

Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan
Supervisi

Fasilitasi Kearsipan (antara lain: Fasilitasi
SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan
Sarana Kearsipan)

Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain:
Berkas Penyelenggaraan Pemilihan
Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas
Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
Jadwal Retensi Arsip (antara lain: Berkas

Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan
JRA dari Kepala ANRI)

Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.3.1

000.5.3.2

000.5.3.3

000.5.3.4

000.5.3.5

Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi
Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda,
Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku

Ekspedisi)
Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: Daftar

Berkas dan Daftar Isi Berkas)

Penataan Arsip Inaktif (antara lain: Daftar
Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik)
Penggunaan (antara lain: Daftar Arsip Dinamis
Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan
Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman
Arsip)

Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain:
Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga
Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip
Dinamis)

Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital,
Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan
Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital)

Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifkasi
Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas
Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga,
Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik
Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik

Arsip Terjaga)

Penyusutan Arsip















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































